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KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau het straafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki banyak
pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa.
Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik
sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan
pidana dan tindak pidana.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan
yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam
arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam
masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga
dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Moeljatno memakai istilah “Perbuatan Pidana”. Beliau tidak
menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno
adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam
dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.™

Menurut R. Tresno straafbaar feit atau perbuatan pidana atau juga

peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan
manusia, Yyang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan

penghukuman. Beliau kemudian memberikan defenisi bahwa untuk

11 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori
Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
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memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa pidana

tersebut adalah **:

1. Harus ada perbuatan manusia

2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam
ketentuan hukum.

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang
tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan

4. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum

5. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya
didalam undang-undang.

Perbuatan pidana adalah suatu aturan hukum yang dilarang dan
diancam pidana. Dimana larangan ditujukan kepada perbuatan yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Oleh karena itu antara
kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian memiliki hubungan erat satu

sama lain yang tidak dapat dipisahkan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana adalah syarat-syarat untuk mengetahui apakah
perbuatan tersebut masuk dalam kategori suatu perbuatan, tindakan yang
melawan, atau melanggar hukum. Menurut VVan Bemelen®, unsur-unsur dari
suatu tindak pidana diantaranya ialah adanya unsur-unsur kesalahan,

kemampuan, bertanggungjawab, dan sifat melawan hukum dari perbuatan

12 H

Ibid

¥ P.AF Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra
Aditya Bakti, Cetakan Ketiga
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tersebut. Sedangkan, unsur-unsur dari tindak pidana menurut Van Hamel *

meliputi:

1.

2.

Perbuatan

Perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang
merupakan perbuatan melawan hukum

Bernilai atau patut dipidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus

memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa

tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-

unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :*

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang
bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;

3) Ada atau tidaknya perencanaan;

. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan

lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan
berada diluar batin si pelaku.

1.) Memenuhi rumusan undang-undang;

2.)Sifat melawan hukum;

3.)Kualitas si pelaku;

4.)Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan

akibatnya.

% Ibid

1% Moeljatno, Op.,cit, HIm 56
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Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu
faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar
diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :*®
1. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu
perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku
adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri
dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut perbuatan
materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif (natalen). Tingkah
laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau
melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau
bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku
yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang
seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan
perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan
karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau
terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-
undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat

(melawan hukum materiil).

8 Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,
Jakarta: Akademika Pressindo, 1983,HIm 89
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3. Unsur Kesalahan
Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran
batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini
selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif
Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil
(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat
selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat
sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan
syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai
Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang
berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan
dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan
tindak pidana dapat :
a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
c) Mengenai obyek tindak pidana;
d) Mengenai subyek tindak pidana;
e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana;
f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana
6. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang
bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya

unsur ini. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini
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hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya
dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan
dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak
timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si
pembuat tidak dapat dipidana.

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur
materiil, yaitu antara lain :*’

a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak
berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

b) Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum
apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur
perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang
telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak
pidana.

c) Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur
tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah
dilakukan.

d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu
harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan
tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,
mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.

Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan

7 Ipid., HIm 37
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karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki
oleh undang-undang.

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat
ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

1)

2)

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:
Menurut sistem KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918
dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (crime)

2. Perbuatan buruk (delict)

3. Pelanggaran (contravention)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada
dalam dua jenis saja yaitu “misdrijf” (kejahatan) dan “overtreding”
(pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk
membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan
semua yang terdapat dalam buku Il adalah kejahatan, sedangkan semua
yang terdapat dalam buku 111 adalah pelangaran *°.

Menurut cara merumuskannya.

Tindak pidana dibedakan anatara tindak pidana formil (formeel
delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak pidana
formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada

perbuatan yang dilarang.

'8 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit, him. 41
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Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti
tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP),
di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau
penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia
(pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu
(pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal
362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya
dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak
pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah
terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal :
pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP),
pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil
tidak tajam misalnya pasal 362.

3.) Berdasarkan bentuk kesalahannya

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (doleus delicten) dan tindak
pidana tidak sengaja (culpose delicten)'. Tindak pidana sengaja (doleus
delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan
kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu indak pidana tidak
sengaja (culpose delicten) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya
mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa kelalaian,
kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya:

a) Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui)

dll

19 Adami Chazawi, op. cit, him. 123
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b) Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
c) Gabungan (ganda): 418, 480 dll
4.) Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga
disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis) dan tindak pidana
pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (delicta omissionis).
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak pidana yang
perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut
perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan
adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

5.) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan
tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama /
berlangsung terus 2. Tindak pidana yang terjadi dalam waktu yang
seketika disebut juga dengan aflopende delicten. Misalnya pencurian
(362), jika perbuatan mengambilnya selesai, tindak pidana itu menjadi
selesai secara sempurna. Sebaliknya, tindak pidana yang terjadinya
berlangsung lama disebut juga dengan voortderende delicten. Seperti
pasal (333), perampasan kemerdekaan itu berlangsung lama, bahkan
sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan/terbebaskan.
Contohnya:

1) Delik terjadi seketika: 362,338 dll.

2) Delik berlangsung terus: 329, 330, 331, 333 dll.

20 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), him 97.
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6.) Berdasarkan sumbernya
Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana

khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan
oleh setiap orang sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus
adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang
tertentu. Contoh tindak pidana khusus adalah dalam Titel XXVIII Buku Il
KUHP : kejahatan dalam jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh
pegawai negeri. Contohnya: 1) Delik umum: KUHP. 2) Delik khusus: UU
No. 31 th 1999 tentang tindak pidana korupsi, UU No. 5 th 1997 tentang
psikotropika, dll.

7.) Dilihat dari sudut subjek hukumnya.

Dapat dibedakan antara tindak pidana communia (delicta
communia) yang dapat dilakukan siapa saja dan tindak (pidana propia)
dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi
tertentu”. Jika dilihat dari sudut subjek hukumnya, tindak pidana itu
dapat dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua
orang (delictacommunia ) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan
oleh orang yang berkualitas tertentu (delicta propria). Pada umumnya,
itu dibentuk untuk berlaku kepada semua orang. Akan tetapi, ada
perbuatan-perbuatan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-
orang yang berkualitas tertentu saja.

Contohnya:

a) Delik communia: pembunuhan (338), penganiayaan (351), dll.

2L Ipidhim 127
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b) Delik propria: pegawai negri (pada kejahatan jabatan), nakhoda (pada

kejahatan pelayaran) dll.

8.) Berdasarkan Perlu Tidaknya Pengaduan Dalam Hal Penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan

tindak pidana aduan ( klacht delicten). Tindak pidana biasa adalah tindak
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana tidak disyaratkan
adanya aduan dari yang berhak. Sedangkan delik aduan adalah tindak
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan adanya
aduan dari yang berhak. Contohnya:
a) Delik biasa: pembunuhan (338) dll.
b)  Delik aduan: pencemaran (310), fitnah (311), dll.

9.) Berdasarkan Berat Dan Ringannya Pidana Yang Diancamkan.

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok
(eenvoudige delicten) tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde
delicten) dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).
Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya : penganiayaan yang
menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP),
pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang
ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu,
misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut
“geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351
KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

10.) Berdasarkan Kepentingan Hukum Yang Dilindungi.
Maka tindak pidana terbatas macamnya bergantung dari

kepentingan hukum yang dilindungi seperti tindak pidana terhadap
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nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsusan,
tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain
sebagainya.

11.) Dari Sudut Berapa Kali Perbuatan Untuk Menjadi Suatu Larangan,
Dibedakan Antara Tindak Pidana Tunggal (Enklevoudige Delicten)
Dan Tindak Pidana Berangkai (Samengestelde Delicten).

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang terdiri atas
satu perbuatan yang hanya dilakukan sekali saja. Contoh Pasal 480
KUHP (Penadahan). Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana
bersusun adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan.
Contohnya adalah dalam Pasal 481 KUHP : kebiasaan menyimpan
barang- barang curian, contoh ini juga disebut gewoonte delicten
(delik kebiasaan) yang mungkin atau biasa dilakukan oleh tukang
rombengan/loak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-
jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak
pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil,
tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak
pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana
menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan
(minsdrijven) yang diatur Dalam Buku Il KUHP dan pelanggaran

overtredigen yang diatur dalam Buku 111 KUHP.
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D. Tindak Pidana Pembakaran Rumah

Wirjono  Prodjodikoro® mengemukakan bahwa tindak pidana
pembakaran merupakan salah satu kejahatan dan pelanggaran mengenai
membahayakan keadaan yang tertuang dalam KUHPidana. Adapun
kejahatan-kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang dan
barang terbagi dalam 7 (tujuh) Pasal dalam KUHPidana, yaitu Pasal 187,
187bis, 188, 191bis, 191ter, 200, dam Pasal 201 yang menyebutkan bahaya
umum sebagai unsur.

Unsur “bahaya” dalam pasal-pasal tersebut tidak boleh dipandang
secara subjektif, melainkan harus dipandang secara objektif. Dimana dalam
hal ini si pelaku melakukan perbuatan “bahaya” tidaklah menjadi masalah
apakah si pelaku mengganggap adanya “bahaya” atau tidak, melainkan akibat
yang ditimbulkan dari perbuatan “bahaya” tersebut. “Bahaya” ini juga sudah
dianggap ada meski nyatanya hal-hal yang baru kemudian datang, tanpa
disangka sebelumnya, dan yang turut menyebabkan datangnya malapetaka
itu.

Adapun dalam penelitian ini berfokus pada tindak pidana yang tertuang
dalam Pasal 187 ayat KUHPidana yang berbunyi :
“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau
banjir, diancam:
a) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya
menimbulkan bahaya umum bagi barang.
b) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karenanya

menimbulkan bahaya nyawa orang lain;

%2 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2003.
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c) Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling
lama dua puluh tahun, jika karenanya menimbulkan bahaya bagi nyawa
orang lain dan mengakibatkan matinya orang”.

Unsur-unsur pidana pembakaran yang umumnya berlaku di banyak
yurisdiksi hukum meliputi:
1.)Tindakan pembakaran merujuk pada tindakan sengaja membakar atau
menyebabkan kebakaran pada properti, seperti rumah atau bangunan
lainnya.
2.)Kehendak bebas yaitu Tindakan pembakaran dilakukan secara sukarela dan
disengaja oleh pelaku. Ini berarti pelaku dengan sengaja melakukan
tindakan pembakaran tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.
3.)Niat jahat yaitu Pembakaran harus dilakukan dengan niat jahat atau tujuan
yang merugikan orang lain atau merusak properti. Niat jahat ini dapat
mencakup niat untuk menyebabkan kerugian finansial, melukai orang, atau
menyebabkan ketakutan dan kepanikan.
Kepemilikan atau hak atas properti yaitu Pelaku pembakaran harus
memiliki kepemilikan atau hak hukum atas properti yang dibakar. Pembakaran
properti orang lain tanpa izin atau hak hukum juga dapat dianggap sebagai

tindakan pembakaran yang melanggar hukum.

E. Teori-Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan
Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat
yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan
secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum
atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan

suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai
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dengan hukum yang berlaku.Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat
yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti
sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).1
Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang
melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang
berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian
kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang
bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum
pidana.Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau
perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan
yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (oomission) yang melanggar
hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang
yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh
Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan
adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam
pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya,
melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.
Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat
suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping
itu juga harus ada niat jahat.

b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.

c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui

secara hukum.
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d.  Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran®.
Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya
kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena
merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya
untuk mencegah dan memberantasnya.3 Sesuai dengan perkembangannya
menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum
cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah
perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar
melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku
yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.
Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis,
kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini
merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi
bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti
penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh
seperangkat norma dan nilai-nilai  umum, kejahatan identik dengan
penyimpangan sosial. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat
dalam berbagai aspek, yaitu : aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi.
Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia
melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh
pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang
dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan

diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma

2 M.Ali Zaidan, 2016, “Kebijakan Kriminal”, Sinar Grafika, Jakarta, 11-12
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yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh
masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap
berbuat kejahatan jika seseorang merugikan orang lain dengan membebankan
kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap
sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain %*.
Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :
1) Teori Biologis
Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah
seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat
memunculkan  penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe
kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang
dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang
berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.Faktor biologis
juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku
kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti
muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun
hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan,
hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang
pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang
dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena
penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat>.
2) Teori Psikogenesis
Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena

faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi,

24 Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “Kriminologi” , Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm 115
% |bid Halm 86
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rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang
kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat
merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang
hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk
berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah
psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku
memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang
mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi
karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak
kunjung membaik, atau frustasi. Orang yang frustasi cenderung lebih mudah
untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang
ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis
seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki
kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi?°.

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang
dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak
kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap.
Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang
memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan
hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski
melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas
menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-
orang yang memiliki pendapatan diatasnya, hal ini mendorong seseorang

tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan

% Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi ”, Thafa Media, Yogyakarta, him

48
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pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan
didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam
kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena
kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak
korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis
ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan
ekonomi®’,

Faktor ekonomi ini membuat orang akan memiliki keinginan untuk
mendapatkan uang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang
sederhana, maka timbul lah keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan
salah satunya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berkaitan dengan
faktor ekonomi yang berdampak pada beberapa faktor lain misal faktor
pendidikan. Orang yang tergolong miskin akan identik dengan pendidikan
yang rendah, karena dalam hidupnya tak mampu untuk membayar biaya
pendidikan yang kian lama makin mahal. Karena berpendidikan rendah
maka seseorang akan cenderung untuk menjadi pengangguran atau hanya
memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa memengaruhi
seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi
mencapai suatu keinginannya®®. Teori sosialis mengemukakan bahwa
kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang
dalam masyarakat.Teori ini menggambarkan bahwa untuk melawan
kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan
kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi

terjadinya kejahatan.

27 Anang Priyanto, 2012, “Kriminologi” , Penerbit Ombak, Yogyakarta, him 77
28 Indah Sri Utami, 2012, “Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”, Thafa Media, Bantul
Yogyakarta, him 72-73
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3) Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni
sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang
deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi
simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk
dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak
terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan
bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan
sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa
orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses
meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses

imitation.

4) Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial
dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang
dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status
sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang
sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familiar dan sosial
bertingkat tinggi®®. Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya
kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatandilihat
berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.
Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk

2 Ende Hasbi Nassarudin, 2016, Kriminologi “, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm 121-122
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terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda,
pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-
orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang
keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan
cenderung foya-foya.*

Selain itu keadaan geografis suatu daerah misalnya, kondisi jalan yang
rusak juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan
bermotor disertai dengan kekerasan, karena jalan yang jelek membuat
pengendara kendaraan bermotor untuk mengurangi kecepatannya,
sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Faktor
geografis lain adalah keadaan suatu tempat yang sepi dan kurangnya
penerangan juga bisa memengaruhi terjadinya kejahatan pencurian
kendaran bermotor.Faktor sosiologis juga memiliki peranan penting
terhadap terjadinya suatu kejahatan. Biasanya faktor sosiologis ini terjadi
karena, meningkatnya jumlah penduduk, ketimpangan-ketimpangan sosial,
mengendurnya ikatan sosial dan keluarga, keadaan yang menyulitkan bagi
orang-orang untuk beremigrasi ke kota atau negara lain, rusaknya identitas
budaya asli yang timbul karena adanya rasisme, dan diskriminasi.

Ada 8 tipe kejahatan yang ada di muka bumi ini:

1) Kejahatan perorangan dengan kekerasan yang meliputi bentuk
bentuk perbuatan kriminil seperti pembunuhan dan pemerkosaan.
2.) Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu,

misalnya pencurian kendaraan bermotor.

%0 Chandra adiputra, 2014, dalam makalah” Kriminologi dan Kejahatan™
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Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan tertentu yang pada
umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.

Kejahatan politik yang meliputi penghianatan, spionase, sabotase,
dan sebagainya.

Kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggar hukum
memandang dirinya jahat apabila mereka terus menerus ditetapkan
orang lain sebagai orang jahat, misal pelacuran.

Kejahatan konvensional antara lain yaitu : perampokan, pencurian
terutama denan kekerasan dan pemberatan.

Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi pemerasan, pelacuran,
perjudian terorganisasi serta pengedaran narkotika.

Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup
seseorang. Pelaku sering kali menganggap bahwa dirinya
merupakan bagian penting dari suatu kejahatan atau memiliki status

yang tinggi dalam suatu kejahatan.

Ada beberapa unsur yang turut menjadi penyebab terjadinya

kejahatan, yakni :

1) Terlantarnya anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak dan pemuda

sudah merupa kan bagian yang besar dalam kejahatan, lagi pula
penjahat-penjahat yang sudah dewasa pada umumnya sejak mudanya

menjadi penjahat dan sudah merosot kesusilaannya sejak kecil.

2) Kesengsaraan, para ahli statistik sosiologi dapat mengidentifikasikan

bahwa angka pencurian akan semakin bertambah bila keadaan

kehidupan masyarakat semakin sukar yang ditandai dengan naiknya
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harga kebutuhan pokok, kesengsaraan akan sangat berpengaruh
terhadap kejahatan, misalnya pencurian.

3) Nafsu ingin memiliki, dalam kehidupan masyarakat, nafsu ingin
memiliki dari golongan miskin dibangkitkan oleh kekayaan yang
dipertontonkan namun ditekan oleh ajaran kesusilaan bahwa hal
tersebut adalah dosa, ada kecenderungan bahwa pencurian biasa lebih
banyak dilakukan oleh karena maksud-maksud kesengsaraan dan
sedangkan kejahatan yang lebih kompleks bentuknya lebih
dikarenakan nafsu ingin meiliki.

4) Alkoholisme, pengaruh alkohol terhadap kejahatan sampai saat ini
masih menempati posisi yang paling tinggi dan beragam jenisnya,
yang paling berbahaya dari efek mengkonsumsi alkohol adalah
melakukan tindak kekerasan dan kejahatan terhadap harta benda.

5) Rendahnya budi pekerti, maksudnya adalah lingkungan masyarakat
yang kurang memperhatikan norma-norma yang berlaku termasuk
rendahnya pendidikan dan pengetahuan berakibat pada seseorang

untuk melakukan kejahatan.

F. Pengertian Tindak Pidana Adat
Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah bahasa
belanda “adat delecten recht” atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah
ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat *'.
Mengutip pendapat | Made Winyana menyatakan bahwa : Hukum
pidana adat adalah hukum hidup (the living law), diikuti dan ditaati oleh

masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi

3! Hilman Hadi Kusuma, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, him. 20.
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berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat
menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu
keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan
reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya™®.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ada tiga hal pokok

tentang pengertian hukum pidana adat yaitu:

a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diikuti dan ditaati oleh
masyarakat adat yang bersangkutan;

b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapat menimbulkan
kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis
perbuatan melanggar tata tertib dapat disebut delik adat;

c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi
oleh masyarakat adat.*®

Lebih lanjut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa yang dimaksud

dengan hukum pidana adat adalah sebagai berikut :

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan akan terus hidup selama
ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapuskan dengan perundang undangan.
Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan
percuma juga malahan hukum pidana perundang undangan akan kehilangan
sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat
hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada hukumperundang-
undangan.

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

%2 Barda Nawawi Arief, 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembagan
Esenyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana, Jakarta, him. 73-74.
Ibid
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a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis dan berfungsi
sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam peraturan
perundang-undangan;

b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat untuk menciptakan
dan mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk dan akan
diberlakukan dimasa akan datang.

Menurut hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat
mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum (Rechsherstel) jika
hukum itu dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum
adat ini, sering disebut dengan “delik adat” atau “tindak pidana adat”. Tindak
pidana adat adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan
kerukunan, ketertiban, keamanan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat
yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan
oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh
pengurus adat itu sendiri. Perbuatan yang demikian itu dipandang dapat
menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan kosmos serta
menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.

Dalam tindak pidana adat itu, pada pokoknya terdapat empat unsur
penting yaitu ada perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok atau
pengurus adat sendiri, perbuatan itu bertentangan dengan norma-norma hukum
adat, Perbuatan itu dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena
mengganggu keseimbangan dalam masyarakat, dan atas perbuatan itu timbul
reaksi dari masyarakat yang berupa sanksi/kewajiban adat. Di Bali masih

dikenal empat jenis tindak pidana adat/pelanggaran adat/delik adat yaitu
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tindak pidana adat yang menyangkut kesusilaan, tindak pidana adat yang
menyangkut harta benda, tindak pidana yang berhubungan dengan
kepentingan pribadi dan pelanggaran adat karena kelalaian atau tidak

menjalankan kewajiban terhadap desa adat.



